
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA  

 

Nomor : 42/HK.04-Kpt/3210/Sek-Kab/ X/ 2020 

 

TENTANG 

  

PENUNJUKAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA 

 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA , 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 678/HK.04-

Und/32/Sek-Prov/IX/2020, tanggal 29 September 2020, 

perihal Bimbingan Teknis JDIH, dipandang perlu 

menunjuk Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan dalam 

rangka menjamin kepastian hukum serta tertib 

administrasi, Penunjukan Operator Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Majalengka harus ditetapkan dengan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Majalengka. 

 

Mengingat 
: 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

 

 

 



2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 

tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi 

dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 218); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum. 

 

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Barat Nomor : 678/HK.04-Und/32/Sek-Prov/IX/2020 

tanggal         29 September 2020, perihal Bimbingan Teknis 

JDIH. 

  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN 

OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA 

 



KESATU : Menunjuk Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum sebagai berikut : 

Nama 

Tempat / Tgl Lahir 

Pendidikan 

Jabatan 

: 

: 

: 

:  

 

RIFKI FAISAL 

Majalengka, 16 Januari 1987 

S1 

Tenaga Kontrak Kerja 

 
 

KEDUA : Tugas Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan, 

petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan Surat Edaran 

yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. 

 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Majalengka  

pada tanggal 7 Oktober 2020 

 

SEKRETARIS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAJALENGKA, 

 

ttd. 

 

MOHAMAD HASAN SUKUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


